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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP MULYANA, S.E.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hj. IDA WAHIDA HIDAYATI, S.E., S.H.,M.Si.
Jabatan : Wali Kota Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dr. Hj. ID TI, S.E., S.H.,M.Si.




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Lampiran1/1 -1
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPKPD Nilai AKIP BPKPD 73
LKD BPKPD Tepat Syarat 100%
2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Opini BPK terhadap laparan keuangan WTP
ingkatnya A bilitas Pend li ) T
3 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Kontribusi PAD terhadap APBD 21%
Daerah
Program : Anggaran :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 10.083.536.033,00
Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 63.559.005.870,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 538.054.750,00
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 845.764.675,00
Jumlah Anggaran Rp 75.026.361.328,00
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT UNIT KERJA
SEKRETARIS

=

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIANY DWI SETIANINGRUM, S.STP.,M.Si.
Jabatan . Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP MULYANA, S.E.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 21 Desember 2023
Pihak Pertama

-—!4’

RIANY DWI SETIANINGRUM, S.STP.,M.Si.
NIP. 19841016 200312 2 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

SEKRETARIS

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 |Nilai AKIP BPKPD 1 Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100%

LKD BPKPD Tepat Syarat

Perangkat Daerah

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

' 3 Dokumen

2 Dokumen

3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 Dokumen

4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

" 2 Dokumen

5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil | 2 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 8 Laporan |
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkai_ﬁaerah 4 Laporan
2 Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%

1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan ’I‘unJangan ASN

56 Orang/Bulan |

2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengu_uan/VenﬁkasiMm 350 Dokumen
Keuangan SKPD
~ 3 Jumlah Laporan Kcuangén Akhir Tahun SKPD dan Laporan ] szora.n . &
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
3 Cakupan Administrasi | Ba.ra.ng Milik Daerah pada Perangkat 100%
Daerah
1 Jumlah Dokumen Pengiaririlar;ﬁn Baran?Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen |
4 Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%
1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan 56 Dokumen

Sistem Informasi




NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
5 Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%
B 1 Jumlah Paket Két;pogen Instalasi Listrik /Penerangan | 12 Paket
Bangunan Kantor yang Disediakan
" 2 Jumlah Paket Peralatan danil’érlengké]_aéni{'antor yén_g 12 Paket
- .. - - H
3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
"4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket |
5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket
Disedigka.n ) o
6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 66 Dokumen
Undangan yang Disediakan s
7 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
'8 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 12 Laporan
B Konsultasi SKPD - o
9 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada 12 Dokumen
e . N
6 Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100%
Pemerintah Daerah
1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin La.innya;a'ng Disediakan 18 Unit
"2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana G;aung Kantor atau 11 Unit
Bangunan Lainnya yang Disediakan
7 Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100% |
Daerah
1 Jlﬁanﬁul,aporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan
Daya Air dan Listrik yang Disediakan
2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 127Laporan"_
yang Disediakan
8 Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% |
Pemerintahan Daerah
1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 29 Unit
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 81 Unit
"3 Jumlah Gedung Kantor daﬁémgunéﬁ_Mnnya yang 2 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi
"4 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2 Unit

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi




1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

1.
. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.

ou s W

2

Kegiatan/Sub Kegiatan :

Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Anggaran :
21.783.650,00

7.732.750,00
1.560.000,00
1.660.000,00

1.802.000,00
1.560.000,00
3.883.500,00

3.585.400,00
7.266.711.953,00
7.224.216.253,00
35.072.000,00

7.423.700,00

39.222.500,00
39.222.500,00
47.793.500,00
47.793.500,00

570.697.100,00
39.250.000,00

89.454.450,00
28.495.600,00
44.709.600,00
81.983.200,00

6.630.000,00

12.335.000,00
216.901.000,00
50.938.250,00



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp
Daerah

1,
2.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.

2.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemerintahan Daerah

I

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

258.465.170,00

216.465.170,00
42.000.000,00

1.297.395.800,00
586.955.600,00

710.440.200,00
581.466.360,00

356.213.400,00
84.950.000,00
87.276.960,00

53.026.000,00

10.083.536.033,00

Banjar, 21 Desember 2023
Sekretaris BPKPD

vy

Riany Dwi Setianingrum,S.STP.,M.Si.
NIP. 19841016 200312 2 001




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT UNIT KERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUTRIAT, S.E., Ak, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP MULYANA, S.E.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 21 Desember 2023
Pihak Pertama

%

SUTRIAT, S.E., Ak, M.Si.
NIP. 19820817 200902 1 003




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
100%

Opini BPK terhadap laporan keuangan

1 Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah

1 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

| 2 Dokumen

2 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen
yang Disusun
3 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 30 Dokumen
4 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 30 Dokumen
5 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 30 Dokumen |
6 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 30 Dokumen
7 Jumlah Peraturan Daerah tcnta.n;\ﬁﬁﬁ_d_an Peraturan 2 Dokumen
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8 Jumlah Peraturan Daerah tentaﬂéiﬁérubahan APBD 2 Dokumen i
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
2 'Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan - 100%
Keuangan Daerah
1 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan 1 Laporan
Penyaluran Bantuan Keuangan
2 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaén Dana Darurat dan 1 Laporan
Mendesak
Kegiatan/Sub Kegiatan : Anggaran :
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp 999.593.700,00
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp 126.035.500,00

2.

3.

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Rp

PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

116.951.500,00

Rp 103.556.000,00




Kegiatan/Sub Kegiatan :

4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahaan RKA- Rp

SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Rp
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- Rp

SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Rp
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rp
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp

2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp
Jumlah Anggaran Rp

) Ak
Zbih
N

P F9T610857200312 1 004

102.256.000,00

95.484.000,00
64.450.200,00

202.879.500,00

187.981.000,00

58.824.865.970,00
58.744.401.000,00

80.464.970,00

59.824.459.670,00

Banjar, 21 Desember 2023
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Sutriat, S.E., Ak, M.Si.
NIP. 19820817 200902 1 003




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT UNIT KERJA
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURJAMILAH., S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP MULYANA, S.E.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 21 Desember 2023
Pihak Pertama

NURJAMILAH., S.H.
NIP. 19701028 199303 2 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

NO.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

Opini BPK terhadap laporan keuangan

1 Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah

100%

1

2

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan ﬁéngelolaan Kas
Daerah

76 Dokumen |

Jumlah Dokumen Hasil Pengendél‘iiaﬂkd?aﬁ Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

4

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

78 Dokumen

11 Dokumen

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam
rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

“Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan

dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

10 Laporan

__.Tlrﬁﬂéhipe:tunjuk Teknis Administrasi Keﬁangan yang

Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

38 Dokumen

4 Dokumen |

Jumlahm(jra.ng yang Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota




Kegiatan/Sub Kegiatan :
1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan

Anggaran Kas dan SPD

3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan

Dana Transfer Lainnya

4, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi

Terkait

6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

411.723.100,00

101.560.600,00
60.087.100,00

104.881.750,00

35.868.000,00

60.420.050,00

9.725.800,00

39.179.800,00

411.723.100,00

Banjar, 21 Desember 2023
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Nurjamilah., S.H.

NIP. 19701028 199303 2 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT UNIT KERJA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

i

“"ll

J

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CUCU LISNAWATI, S.E., Ak. M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP MULYANA, S.E.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 21 Desember 2023
Pihak Pertama

%

CUCU LISNAWATI, S.E., Ak. M.Si.
NIP. 19830419 200604 2 005




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 |Opini BPK terhadap laporan keuangan 1 Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 100%
Pelaporan Keuangan Daerah
1 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan - 25 Laporan
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Jumlah I;aporanféuangan SKPD, BLUD dan Laporan 85 Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan 3 Laporan

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan/Sub Kegiatan :

Keuangan Daerah

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Rp

Rp

Rp

Anggaran :

292.688.500,00

91.649.000,00

118.154.500,00




Kegiatan/Sub Kegiatan :

. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Jumlah Anggaran

Rp

Rp

Rp

Anggaran :

75.232.000,00

7.653.000,00

292.688.500,00

Banjar, 21 Desember 2023
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Cucu Lisnawati, S.E., Ak. M.Si.
NIP. 19830419 200604 2 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT UNIT KERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ENGKOS KOSIM, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP MULYANA, S.E.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 21 Desember 2023
Pihak Pertama

A ENGKOS KOSIM, S.E., M.M.
004 NIP. 19790715 200604 1 007
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 |Opini BPK terhadap laporan keuangan 1 Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100%
| 1 Jumlah Standar Hargﬁé.ﬁ_é Disusun 1 Dokumen
2 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen |
73”7VJunﬂiﬁ_L_é.poraﬁEr;atausahaan Barang Milik Daerah 4 Laporan }
4 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barafxg Milik | 70"1.5;6& e
Daerah
5 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi ﬁéﬂ“gvg_ﬁ_ﬂ"aah,ﬁ |  9Dokumen |
Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
6 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka 6 Laporan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
7 Jumlah Lapoﬁ.ri'Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan |
Kegiatan/Sub Kegiatan : Anggaran :
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 538.054.750,00
1. Penyusunan Standar Harga Rp 70.087.800,00
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 6.418.650,00
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp 155.509.500,00
4. Pengamanan Barang Milik Daerah Rp 202.121.600,00

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Rp
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

71.622.200,00




Kegiatan/Sub Kegiatan :

6. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Anggaran

Rp

Rp
Rp

Anggaran :
28.604.300,00

3.690.700,00

538.054.750,00

Banjar, 21 Desember 2023
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

g
————

Engkos Kosim, SE, M.M.
NIP. 19790715 200604 1 007




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT UNIT KERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JODY KUSMAJADI., S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP MULYANA, S.E.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 21 Desember 2023
Pihak Pertama

2

JODY KUSMAJADIL, S.E.
NIP W‘F 200312 1 004 NIP. 19710321 200604 1 012




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Opini BPK terhadap laporan keuangan 1 Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 100%

Keuangan Daerah

"1 Jumlah -Léporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil [ . -'lédiap(;ran D

Kabupaten/Kota
Kontribusi PAD /t_é}'hadap APBD |2 Cakupan Pengelolaan"pendapatan Daerah i o 100%
1 Jumlah Dokumen Rencana Peﬁééfblaan Pa:i;k Daerah 2 Dokumen |
2 Jumlah Dokumen Hasil Ar{éliis_P'agak Daerah serta 1 Dokumen |
Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak
Daerah
3 Jumlah Lapbf;n Peiaksanaé:H_Penyuluhan dan 1 Laporan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 1 Unit
Daerah
S5 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran 4 Ef)o‘réhgii
Objek Pajak Daerah, SubjekPajak dan Wajib Pajak
Daerah
6 Jumlah Dokumen hasil Penetapan Wajib Pajak Daerah 3 Dokumen
7 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pena:g:ihan Pajak 4 Dokumen
Daerah

8 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta 3 Dokumen

Pengendalian danPengawasan Pajak Daerah




Kegiatan/Sub Kegiatan : Anggaran :

1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Rp 3.030.134.600,00
Keuangan Daerah
1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Rp 3.030.134.600,00
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 845.764.675,00
1. Perencanaan Pengelolaan pajak daerah Rp 7.588.100,00
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Rp 72.432.950,00
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Rp 59.230.000,00
Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Rp 117.088.800,00
Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp 22.252.875,00
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah Rp 73.993.250,00
7. Penagihan Pajak Daerah Rp 429.514.100,00
8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Rp 63.664.600,00
Daerah
Jumlah Anggaran Rp 3.875.899.275,00

Banjar, 21 Desember 2023
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

2

Jody Kusmajadi., S.E.
NIP. 19791221 200312 1 003




